PEN

PERKIRAAN DEFISIT YANG MELAMPAUI TARGET DEFISIT

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN
ANGGARAN 2016 DAN TAMBAHAN PEMBIAYAAN DEFISIT
YANG DIPERKIRAKAN MELAMPAUI TARGET DEFISIT ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016
{Peraturan Menteri Keuangan R.l Nomor 146/PMK.05/2016,
tanggal 29 September 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
22 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pe-
rubahan Atas Undang-Undang Namor 14 Tahun 2015
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Perkiraan Defisit Yang
Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 Dan Tamba-
han Pembiayaan Defisit Yang Diperkirakan Melampaui
Target Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Neg-
ara Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 ten-
tang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5767) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomar
14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambah-
an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56907);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERKI-
RAAN DEFISIT YANG MELAMPAUI TARGET DEFISIT
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2016 DAN TAMBAHAN PEMBI-

AYAAN DEFISIT YANG DIPERKIRAKAN MELAMPAUI
TARGET DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN AN GARAN 2016.

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud
dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selan-
jutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan
dan belanja selama 1 (satu) periode pelaporan.

3. Komite Asser-Liability Management Kementerian
Keuangan yang selanjutnya disebut Komite ALM
adalah komite yang bertugas untuk membantu
Menteri Keuangan antara lain untuk menentukan
kebijakan pengendalian risiko likuiditas f(short-
age of cashj dan risiko pendanaan (shoriage of
financing) yang timbul dalam pengelolaan APBN
dalam kerangka ALM.

4. Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat
SAL adalah akumulasi neto dari Sisa Lebih Pem-
biayaan Anggaran (SiLPA) dan Sisa Kurang Pem-
biayaan Anggaran (SiKPA) tahun-tahun anggaran
yang lalu dan tahr anggaran yang bersangkutan
setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan kore-
ksi pembukuan.

5. Pinjaman Dalam Negeri adalah setiap pinjaman
oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi
pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kem-
bali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan
masa berlakunya. ,

6. Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan
melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari
pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh
suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk su-
rat berharga negara, yang harus dibayar kembali
dengan persyaratan tertentu.
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7. Surat Berharga Negara yang selanjutnya dising-
kat SBN meliputi Surat Utang Negara dan Surat
Berharga Syariah Negara.

Pasal 2
Target Defisit APBN Tahun Anggaran 2016 se-
bagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Ta-
hun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapa-
tan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 sebe-
sar Rp296.723.859.977.000,00 (dua ratus sembilan
puluh enam triliun tujuh ratus dua puiuh tiga miliar
delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus

tujuh pulub tujub ribu rupiah}.

Pasal 3

(1) Dalam rangka mengantisipasi Defisit yang melam-
paui target Defisit APBN Tahun Anggaran 2016
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Komite
ALM menghitung besaran perkiraan Defisit,

{2) Besaran perkiraan Defisit sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
a. Proyeksi perkembangan asumsi ekonomi makro;
b. Proyeksi pendapatan Negara;
c. Proyeksi belanja negara; dan
d. Proyeksi pembiayaan anggaran.

Pasal 4

(1) Dalam hal besaran perkiraan Defisit sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 melampaui target De-
fisit APBN Tahun Anggaran 2016 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, perkiraan tambahan De-
fisit tersebut dibiayai dengan menggunakan tam-
bahan pembiayaan.

(2} Tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bersumber dari:
a. Dana SAL;
b. Penarikan pinjaman; dan/atau
¢. Penerbitan SBN.

{3) Penarikan pinjaman sebagaimana dimaksud pada
ayat {2) berasal dari Pinjaman Dalam Negeri dan/
atau Pinjaman Luar Negeri.

Pasal 5
Dalam rangka membiayai perkiraan tambahan
Defisit, Komite ALM memilih dan menghitung besaran
sumber tambahan pembiayaan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 4 ayat (2).

PEMERINTAH

Pasal 6

(1) Berdasarkan perhitungan Komite ALM sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 5, Menteri Keuan-
gan menetapkan besaran perkiraan Defisit yang
melampaui target Defisit APBN Tahun Anggaran
2016 dan besaran tambahan pembiayaan Defisit
yang diperkirakan melampaui target Defisit APBN
Tahun Anggaran 2016 dalam Keputusan Menteri
Keuangan.

(2) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana di-
maksud pada ayat {1} memuat:
a. Besaran perkiraan Defisit yang melampaui tar-

get Defisit APBN Tahun Anggaran 2016;

b. Besaran perkiraan tambahan Defisit;

Besaran tambahan pembiayaan; dan

d. Sumber tambahan pembiayaan.
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Pasal 7

(1) Dalam hal tambahan pembiayaan sesuai Kepu-
tusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 bersumber dari dana SAL, Direktur
Jenderal Perbendaharaan melakukan pemindah-
bukuan dana SAL dari Rekening Kas Saido Angg-
aran Lebih ke Rekening Kas Umum Negara dalam
Rupiah.

(2) Mekanisme pemindahbukuan dana SAL seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan men-
genai pengelolaan SAL.

Pasal 8

(1) Dalam hal tambahan pembiayaan sesuai Kepu-
tusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 bersumber dari penarikan Pinjaman
Dalam Negeri dan/atau Pinjaman Luar Negeri,
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan
Risiko melakukan penarikan Pinjaman Dalam Neg-
eri dan/atau Pinjaman Luar Negeri.

{2) Mekanisme penarikan pinjaman sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai keten-
tuan mengenai penarikan pinjaman.

Pasal 9

(1) Dalam ha! tambahan pembiayaan sesuai Kepu-
tusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 bersumber dari penerbitan SBN,
Direktur Jenderal Pengelolaan Pefbiayaan Dan
Risiko melakukan penerbitan SBN.

(2) Mekanisme penerbitan SBN sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan
Menteri Keuangan mengenai SBN.




Pasal 10
Penggunaan dana SAL, penarikan pmJaman,
dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan pembiay-
aan dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat (LKPP) Tahun 20186.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2016
MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SR MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 30 September 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 1472

{ BN}

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PAJAK NOMOR PER-27/PJ/2012 TENTANG BENTUK DAN ISI
NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN

PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK
(Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2016,
tanggal 6 Oktober 2016)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang ;

a. bahwa ketentuan mengenai bentuk dan isi nota
penghitungan, bentuk dan isi surat ketetapan pa-
jak serta bentuk dan isi surat tagihan pajak telah
diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No-
mor PER-27/PJ/2012 tentang Bentuk dan Isi Nota
Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pa-
jak serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak seb-
agaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2015;

b. bahwa dalam rangka penyesuaian penerbitan
surat ketetapan pajak terhadap pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pengampunan Pajak, perlu menambah Dasar Hu-
kum Ketetapan/Keputusan, dan Sanksi Adminis-
trasi pada format nota penghitungan;

¢. bahwa uraian sanksi administrasi pada format
Surat Ketetapan Pajak perlu disempurnakan agar
sesuai dengan peraturan yang beriaku;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sehagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal
Pajak tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2012
tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Ben-
tuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak serta Bentuk
dan Isi Surat Tagihan Pajak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Un-
dang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tamba-
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